EEPUTUSAN EEFALA HANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA FROVINGI JAWA BARAT

FOMOR 176 TAHUN 2019
TENTANG

FEMBERIAN IZIN OFERASIONAL FENYELENGGARAAN PENDIDIKAN HESETARAAN
FPADA PONDOE PESANTREN SALAFIYAH MIFTAHUL HUDA AL-MUSHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

EEFALA HANTOR WILAYAH EEMENTERIAN AGAMA FROVINSI JAWA BARAT,
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b. bahwa pendidikan kesetoraan pada pondok pessntres salafiyah
sebagaimana tercantum dalam keputusan lnu telah memenuhd
syaral administras dan kelayakan utak diberd izin operasional;

¢, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakaud pada

1 1, Undang-Undang Nomor 20 Tehun 2003 Tentang Sistem

Pendidikan HNogional (Lembaran Negara Reopublik Indoncsia
Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaron Negorn Republilk
Indonesin Nomor 4301);

1. Pernturan Pemerintah Nommor 19 Tahun 2005 Tentang Stancdar
Masmional Pendidilan (Lembarnon Negera Repoblik Indonesin
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republilk
Indomesin Nomor 4496 sebagaimana telah diubah dengan
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Standar Maosional Pendidiken (Lembaran Negarn  Repuhblik
Indenesia Tabun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 54 10};

3. Perpturon  Pemerintoh Momor 55 Tobon 2007 Tentang
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamann (Lembaran
Hegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan
Lembagn Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

4. Peraturan Pemerintah MNomor 47 Tahun 2008 Tentang wajib
Wajib Belajar (Lembaran Negara Repullik Indomesia Tahun 2008
omar 90§;

5. Pormtursn Pomwerintah  Nomor 48 2 Tahun 2008  tenlang
Tahun 006 Nomor 91, Tembahan Lembaran Negara Republik
Indonexsia Komor $664];



6. Peraturan Pemerintah  Momor 17 Tahun 2010 Tentang
dan Pendidiken (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Negsra
Republik Indenesia Nomor 5105 schagaimana telah diobah
dengan Peraturan Pemerintah Nemaor 66 Tahun 2010 teting
Perubahan Ates Perubahan Pemerintah Momor 17 Tebun 2010
Tentang Pengeloloan dan Penyelenpgarnan Pendidilen (Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomoer 5157
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentsng Standar
Pelaymnan Minimal (Lembaran Negara, Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Trmbahan Lembaran Negora Republik Indemesia
HNomor 6178) ;

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tontang keduduloamn,
Tugna dan  Fungsi HKementerian Negarn  sertn  Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon | Kementerian Negarn
scbagnimana  telah  beberopa  kali  diubabh  terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan
ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tabun2010 tentang
kodudukan, Tugas dan Fungsi HKementerian Negara serta
Susunan Crganisasi Tuges dan Fungsl Esclon [ Kementerian
Megara;

9, Instruksi Prosiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang (Gerakan
Masional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun  dan
Pemberantasan Buta Alksara;

10. Perataran  Menteri Aguma Nemor 13 Tabun 20012 tentang
Orgunisasi don Tata Ketja Instansi Vertileal Kementerian Agama
[Berita Megarn Republik Indoneaia Tabun 2012 Nomar B51);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebodaysan Nomor B0 Tahun
2013 tentang Pendidikan Meneongah Universal [Beritn Megorn
Republik [ndonesin Tahun 2013 Homaor 87 1);

12. Peraturan  Menteri Agama Momor 13 Tahun 2014 Teotang
Pendidikan Keagamaan Islam [Beritn Megara Republik Indunesin
Tahun 2014 Romor B23);

13, Pernturan  Menteri Agnma Neomor 42 Tahun 2016 tentang
Organiansl dan Tals Herja Kementerisn Agnma [Berita Negarn
Republik Indomesin Tahun 2016 Momor 1495);

L 14, Kesepakatan Bersomns Menteri Pendidikan Nastonal dan Menter
Agama Nomor 1/U/KB/ 2000 dan Nemor MAJBE/ 2000, tentang
Pondok Pesantren Salafiyah sebagni Pola Wajib Belajar 9 Tahun;

15, KEeputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772

16, Keputuaan Dircktur Jemderal Pendidikon Islom Nomar 3543

Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggarnan
Pendidileen Kesetarsan Pada Pondok Pesantre Salafivah;

MEMUTUSEAN:
Menetaphan : EEPUTUSAN EFPALA HANTOR WILAYAH HKEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG FEMBERIAN IZIN
OFERABIONAL PENYELENGGARAAN FPENDITHEAN

EESETARAAN PADA PONDOE FESANTEEN SALAFIYAH
MIFTAHUL HUDA AL-MITRSEI
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sehagnimans dimaksud pada Dildum KESATU
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KESATU mempunyai kewajiban -

Ditetaplan & Bendung
pada tanggal 16 Januari 2019

HEPALA KANTOR WILAYAH

EEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT



